
Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
1959 ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu adanya standar harga satuan
setiap unit barang/jasa di Pemerintah Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan
Walikota Banjarmasin Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai
lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Barang
dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
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Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN
HARGABARANGDANJASATAHUNANGGARAN2021

MEMUTUSKAN:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) ;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5655);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40).



BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

PasaI2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adaIah sebagai pedoman
perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaIah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adaIah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. WaIikota adaIah WaIikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adaIah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran zPengguna Barang.

S. Standar Harga Barang/ Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan
jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi
dalam periode tertentu.

6. Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang
digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Departemerr/Lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah
untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja.

7. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah
termasuk pajak.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBDadaIah APBDKota Banjarmasin.

9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA
SKPD adaIah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adaIah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

11.Kementeriarr/Lembaga/Batuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi, yang
selanjutnya disebut K/L/D /1 adaIah Instansr/Institusi yang
menggunakan dan Zatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD);

12. Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/J asa adaIah kegiatan untuk memperoleh
Barang/.Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Batuan Kerja Perangkat
Daerah/lnstitusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/iJasa.



Pasa16

(1) Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja SKPD/Unit Kerja didasarkan
pada DPA-SKPDyang telah ditetapkan.

(2) Pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terjadi kondisi
dimana spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam
DPA tidak diperoleh di pasar atau harga pasar lebih tinggi, maka tetap
dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi pagu rincian obyek
belanja pada kegiatan yang bersangkutan.

(3) SKPD / Unit Kerja yang melakukan kegiatan pengadaan dengan harga
barang di atas dan Zatau di luar Peraturan ini tetap dapat dilaksanakan

Pasal 5
Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4, mempunyai kriteria sebagai berikut :
a. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bukan harga mutlak yang dijadikan pend oman pengadaan barang dan

jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD)dan Rencana Tahunan Barang Milik Daerah (RTBMD)
dalam angka.

Pasal4
(1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) diperoleh dari hasil pendataan Zsurvey harga pasar
yang dilakukan oleh Tim Survey Lapangan.

(2)Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambahkan dengan perkiraan inflasi dan pembulatan, serta
hasil rujukan ten tang standar harga satuan/harga eceran tertinggi
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BABIII

PENETAPANSTANDARSATUANHARGABARANGDANJASA

Pasal3

(1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
harga yang sudah termasuk pajak.

(3) Selain Peraturan Walikota ini, yang dapat dijadikan pedoman dalam
perencanaan adalah daftar harga dari pabrik, peraturan yang sepadan
atau lebih tinggi dari Peraturan ini.

untuk
dalam

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas
perencanaan, dan pengendalian anggaran belanja.



BERITADAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2020 NOMOR 58

HAMLIKURSANI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 J uli 2C2C
SEKRETARISDAERAHBANJARMASIN,

lBNU SINA

WALIKOTABANJARMASlN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 J uli 2Cc_C

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmain.

BABIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Harga satuan untuk barang-barang tertentu dengan spesifikasi khusus
dapat berpedoman pada daftar harga (Price List) yang dikeluarkan oleh
produsenjagen tunggal pemegang merkjpenerbit, katalogjketetapan harga
yang diterbitkan oleh Kementerian terkait yang masih berlaku, danjatau
sumber-sumber lain yang sah, resmi dan dapat dipertanggungjawabkan
dengan menganut prinsip-prinsip efisiensi, persaingan sehat, transparan
dan akuntabel.

Pasal 7

sepanjang harga barang yang diperoleh melalui proses survei harga
pasar dengan pembanding dan dapat dipertanggungjawabkan.


